BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah melaksanakan PKPA di Apotek Onehealth sejak tanggal 16
April — 18 Mei 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA di Apotek dapat meningkatkan pemahaman calon
apoteker tentang fungsi, tugas, dan peran apoteker dalam praktik
kefarmasian di apotek, khususnya dalam hal pengelolaan sediaan
farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta
pelayanan farmasi klinis di apotek.

2. Kegiatan PKPA di Apotek memberikan kesempatan kepada calon
apoteker untuk melihat dan mempelajari secara langsung strategi
dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan
praktik farmasi komunitas di apotek.

3. Kegiatan PKPA di Apotek dapat membekali calon apoteker dengan
wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara
praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek yang
meliputi pengadaan, penerimaan, penataan dan penyimpanan
peracikan, serta pengendalian tanggal kedaluwarsa.

4. Kegiatan PKPA di Apotek telah memberikan gambaran nyata

mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
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Saran

Memahami peraturan-peraturan yang berlaku mengenai Apotek
(Undang-Undang, Peraturan Mentri  Kesehatan  Republik
Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan).
Mempelajari obat-obat yang dapat digunakan untuk kasus
swamedikasi umum.

Menghafal obat-obat generik, indikasi, aturan pakai dan cara

penyimpanan.
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